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BAB IV 

 

MEKANISME PAYMENT GATEWAY PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF 

 

A. Mekanisme Payment Gateway Gopay Perspektif Hukum Positif 

  Dalam mewujudkan ekonomi yang lebih maju di Indonesia, dan 

semakin banyaknya mobilitas ekonomi yang digerakkan oleh sistem 

informasi dan teknologi, maka pemerintah mengeluarkan aturan-aturan, 

atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang sistem pembayaran 

nasional dengan tujuan agar mobilitas perekonomian di Indonesia lancar, 

aman, efisien, dan andal. Sebagaimana pertibangan atas dasar 

terbentuknya  Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/8/2017 tentang 

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No.20/6/2018 tentang Uang Elektronik. 

  Untuk dapat menciptakan ketertiban, kemudahan dan kemakmuran 

warga negara Indonesia melalui perekonomian, dan juga untuk dapat 

memahami regulasi yang telah ada, maka sangat diperlukan pemahaman 

mengenai dasar-dasar regulasi yang mencakup tentang transaksi, perikatan 

maupun perjanjian itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan aturan-aturan yang 

lainnya. 
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  Setiap individu manusia pada dasarnya tidak ada yang 

menghendaki adanya keburukan terjadi pada dirinya, oleh karenanya 

dalam KUHPerdata telah mengatur ketentuan mengenai asas-asas 

perikatan agar tercipta kedamaian dan keharmonisan antar sesama pihak 

yang bertransaksi, sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata pasal 1338 

yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada ketentuan yang 

disebutkan pada pasal ini, secara tidak langsung juga harus mengikutkan 

asas pacta sunt servanda atau disebut juga asas kepastian hukum, asas ini 

berhubungan dengan akibat dari sebuah perjanjian. Artinya, setiap orang 

yang membuat kontrak wajib memenuhi kontrak yang telah dibuat, karena 

kontrak yang telah dibuat mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan 

janji tersebut mengikat para pihak. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 

KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagaimana undang-undang”.
1
 

  Implementasi asas iktikad baik dan kehati-hatian pada gopay dapat 

dilihat dalam syarat dan ketentuan pada poin yang menjelaskan tentang 

registrasi akun, dan informasi akun, dimana didalamnya, pihak gopay 

meminta kepada pengguna gopay untuk bersedia memberikan informasi 

data pribadi yang valid, akurat, dan terbaru, hal ini sangat diperlukan untuk 

menghindari penyalah gunaan dengan cara apapun terhadap semua layanan 

yang ada pada gopay. 

                                                 
 

1
 Salim H.S, “Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2015), h.10 
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  Pasal mengenai asas iktikad baik dalam KUHPerdata tercermin 

dalam pasal 1338 ayat 3, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

iktikad baik.
2
 Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad 

baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang melihat 

dari tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada iktikad baik 

mutlak , penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran 

objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-

norma yang objektif.
3
 Dengan adanya asas ini, dimaksudkan bahwa 

masing-masing pihak yang melakukan akad harus beriktikad baik dalam 

bertransaksi dengan pihak lainnya, dan tidak dibenarkan mengeksploitasi 

ketidaktahuan mitranya.
4
 Senada dengan hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronikpasal 45 ayat 2 yang 

berbunyi: 

“(2) Penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para 

pihak harus memperhatikan: a. Iktikad baik, b. prinsip kehati-

hatian, c. transparansi, d. akuntabilitas dan e. kewajaran”
5
 

  Prinsip kehati hatian yang diterapkan oleh perusahaan untuk 

menjamin bahwa pengguna yang mendaftarkan akun adalah pribadi yang 

dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan 

                                                 
 

2
 Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak….h. 5 

 
3
 Salim H.S, “ Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak…h. 11 

 
4
 Nur Wahid, “Multi Akad dalam lembaga Keuangan Syariah”, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019), h. 18 

 
5
 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.71 Tahun 2019, perubahan atas 

Peraturan Pemerintah (PP) No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 
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peraturan perundang undangan yang berlaku dapat dilihat dalam syarat dan 

ketentuan pada poin registrasi akun yang berbunyi: 

“2.7.  Registrasi akun GO-PAY hanya dapat dilakukan oleh Anda 

sendiri sebagai subjek hukum. Anda menyatakan dan menjamin 

bahwa registrasi akun GO-PAY Anda ditujukan oleh Anda untuk 

kepentingan Anda sendiri, bukan untuk kepentingan pihak lainnya 

manapun, termasuk badan hukum dan/atau badan usaha manapun. 

Kami berhak menolak registasi yang Anda lakukan atas akun GO-

PAY untuk kepentingan pihak manapun selain Anda, termasuk 

badan hukum dan/atau badan usaha manapun. 

2.8.  Setiap data yang dikirimkan Anda kepada Kami untuk 

pendaftaran akun adalah data Anda sendiri. Setiap permintaan 

dari setiap akun akan dianggap sebagai permintaan yang sah dari 

akun tersebut.”
6
 

  Sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata, pada pasal 1320 

yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, yakni : 

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat 

syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) 

kecakapan untuk membuatsuatu perikatan, 3) suatu pokok 

persoalan tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”
 7
 

  Dalam pasal tersebut, terdapat dua klasifikasi poin, dimana dua 

syarat pertama harus dipenuhi oleh subjek perikatan dan poin ke tiga dan 

keempat harus dipenuhi oleh objek perikatan.
8
 

  Penjelasan pada poin satu mengenai kesepakatan para pelaku 

perikatan adalah para pelaku atau pihak yang mengadakan perikatan harus 

sepakat dan menyetujui dengan adanya hal-hal pokok yang ada didalam 

perjanjian atau perikatan.
9
 

                                                 
 

6
 https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/, diakses tanggal 29 Desember 2019 

 
7
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 
8
 Komariah, “Hukum Perdata”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 

175-177 

 
9
 Simanjuntak,“ Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia”, (Jakarta: Djambatan, 2009), 

h. 334 
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  Ketentuan mengenai bentuk kesepakatan atau persetujuan secara 

elektronik dapat tergambar dengan pengguna mengklik penawaran 

persetujuan yang ditawarkan oleh perusahaan, sebagaimana telah diatur 

dapam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan 

sistem dan transaksi elektronik, yang berbunyi: 

“(1)Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya 

kesepakatan para pihak. 

(2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran 

transaksi yang  dikirim  oleh Pengirim  telah 

diterima dan disetujui  oleh  Penerima. 

(3) Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2) dapat 

dilakukan  dengan  cara: 

a.  tindakan  penerimaan  yang  menyatakan persetujuan;  atau 

b.  tindakan  penerimaan  dan/atau pemakaian objek oleh  

Pengguna Sistem  Elektronik.”
10

 

  Selain bentuk kesepakatan sebagaimana peraturan diatas, 

kesepakatan ataupun persetujuan yang disepakati dan disetujui oleh para 

pihak haruslah tidak timbul dari adanya keterpaksaan, penipuan ataupun 

kekhilafan para pihak, namun harus dengan adanya kebebasan menyatakan 

kehendak. Persetujuan ini merupakan persepakatan se-ia sekata antara para 

pihak, sehingga persepakatan ini bersifat final jika sudah disetujui para 

pihak, dan tidak ada lagi tawar-menawar setelah kesepakatan terjadi.
11

 

  Kebebasan berkehendak yang diberlakukan kepada para pihak 

artinya para pihak yang mengikatkan diri tidak ada unsur tekanan ataupun 

paksaan, sehingga para pihak mengikatkan diri ataupun mengadakan 

                                                 
 

10
 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik 

 
11

 Abdul kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, (tk: PT Citra Aditya Bakti), h. 

299 
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perikatan atas dasar murni karena kemauan dan rasa suka rela. Sedangkan 

kekhilafan dan penipuan harus diperhitungkan keberadaanya oleh para 

pihak, artinya, dalam sebuah perikatan harus tidak mengandung unsur 

kekhilafan dan penipuan yang dilakukan oleh subjek perikatan. Dikatakan 

tidak ada kekhilafan apabila hakikat benda yang menjadi objek perikatan 

tidak ada kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan dikatakan penipuan, jika 

ditemukan adanya keterangan palsu atau tidak benar untuk membujuk 

pihak lawan agar mau dan menyetujui perikatan yang dibuat.
12

 

  Pemahaman mengenai kebebasan dalam membuat kontrak 

perjanjian, bukan berarti kebebasan tanpa batas. Prinsip kebabasan pada 

dasarnya dibatasi oleh kebebasan yang sama, yang melekat pada orang 

lain. Oleh karenanya, sebelum membuat suatu kontrak perjanjian, harus 

terlebih dahulu memahami dan menguasai hal-hal apa saja yang boleh 

dilakukan dan apa saja yang tidak dilarang yang berkaitan dengan 

transaksi yang akan diatur dalam kontrak. 

  Prinsip kebebasan berkontrak dalam sistem hukum disandingkan 

dengan kepentingan umum atau ketertiban umum. Dalam konteks ini 

setiap orang bebas melakukan transaksi perdagangan apa saja dan dengan 

siapa saja selama hal tersebut tidak dilarang oleh hukum. Pelanggaran 

terhadap hal-hal yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum publik akan 

memberikan konsekuwensi kontrak menjadi batal demi hukum.
13

  

                                                 
 

12
 Ibid…h. 301 

 
13

 Djoko Imbawani Atmadjaja, “Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian dan 

Prinsip-Prinsip Hukum Dagang” (Malang: Setara Press,2012), h. 44-45  
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  Demi terbentuknya sebuah perikatan yang sah dihadapan hukum, 

maka keberadaan para pihak juga harus mempertimbangkan syarat-syarat 

sah sebuah perikatan, sebagaimana aturan yang berlaku di negara kesatuan 

republik Indonesia, Jika ditemukan kriteria subjek perikatan sebagaimana 

pasal 1330 KUHPerdata, yaitu dikatakan tidak cakap membuat perjanjian 

adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah 

pengampuan dan orang yang sakit ingatan (gila), maka konsekuwensi dari 

perjanjian atau perikatan yang di lakukan dapat dibatalkan melalui 

pengadilan, dan perjanjian atau perikatan tidak dimungkiri oleh para pihak, 

maka perjanjian ataupun perikatan tetap berlaku bagi para pihak.
14

 

  Menurut M. Teguh pangestu dalam bukunya “Pokok-Pokok 

Hukum Kontrak” menyebutkan, bahwa seseorang dapat dikategorikan 

sebagai subjek hukum harus memenuhi aturan pasal 1330 Burgerlijk 

Wetboek (BW) atau KUHPerdata yang berbunyi: 

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;  

1.  anak yang belum dewasa;  

2.  orang yang ditaruh di bawah pengampuan;  

3.  perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh 

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.
15

 

  Didalam aturan yang lain, kepastian mengenai subjek hukum 

adalah pribadi yang telah memenuhi aturan yang berlaku di negara 

Indonesia, tersebut dalam syarat dan ketentuan gopay pada poin yang 

menjelaskan tentang persetujuan. Didalam poin tersebut, aturan yang 

                                                 
 

14
 Abdul kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia…h. 302 

 
15

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lihat Muhammad Teguh Pangestu, “Pokok-

Pokok Hukum Kontrak”,(Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), h. 42 
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tertera dan harus disetujui oleh calon pengguna adalah, pengguna 

menyatakan diri bahwa pengguna adalah individu yang sah sebagai subjek 

hukum untuk terikat dalam syarat dan ketentuan yang berlaku, dan juga 

pengguna menyatakan diri sebagai individu yang berusia 21 tahun atau 

belum genap 21 tahun tetapi telah mendapatkan izin dari orang tua atau 

pengampunya, sebab kategori seseorang dapat disebut sebagai subjek 

hukum yang dapat membuat perjanjian dan sah didepan hukum adalah 

mereka yang telah dewasa. 

  Syarat dan ketentuan ini diberlakukan oleh pihak gopay dalam 

rangka untuk mendapatkan kepastian mengenai subjek hukum dari para 

pengguna gopay, bahwa pengguna adalah memang benar-benar pribadi 

atau individu yang cakap berbuat hukum, atau dalam istilah lain disebut 

dengan asas kepribadian. 

  Didalam KUHPerdata asas ini diatur dalam pasal 1315 jo. Pasal 

1340. bunyi pasal 1315 tersebut adalah: 

“Pada dasarnya seseorang tidak dapat membuat atau mengadakan 

perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri”. 

  Sedangkan bunyi pasal 1340 adalah perikatan atau persetujuan 

hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dan persetujuan itu 

tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat memberi keuntungan 

pada pihak ketiga selain ditentukan pada pasal 1317”.
16

 Oleh karenanya 

asas kehati-hatian ini harus diterapkan agar perusahaan dapat menjalankan 

kewajibannya secara maksimal. 

                                                 
 

16
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315 jo. Pasal 1340 
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  Dalam ilmu hukum Subjek atau pelaku suatu perikatan perikatan 

pada umumnya disebut dengan kreditur dan debitur. Kreditur adalah setiap 

orang (dapat terdiri dari individu manusia atau badan hukum), yang berhak 

untuk memperoleh prestasi. Sedangkan debitur adalah pihak (dapat terdiri 

dari individu manusia maupun badan hukum) yang berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi.
17

 

  Perlu diketahui, bahwa subjek hukum dalam hukum perikatan 

dapat berupa perseorangan (natuurlijk person) atau badan hukum (rechts 

person).
18

 Dalam perikatan yang terbentuk dalam pembayaran non tunai, 

subjek penyedia layanan pada gopay adalah PT Aplikasi Karya Anak 

Bangsa, yaitu perusahaan yang memegang merk gopay, sedangkan pada 

linkaja adalah PT. Fintek Karya Nusantara (“Finarya”) dan pengguna jasa 

layanan pembayaran. 

  Peraturan perundang-undangan juga telah memberikan definisi 

para pihak dalam suatu perikatan, hal ini sebagaimana disebut dalam 

undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 

ayat 2 bahwa setiap orang pemakai barang dan/jasa baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain disebut konsumen. Sedangkan perusahaan penyedia 

jasa layanan payment gateway, dalam undang-undang yang sama disebut 

sebagai pelaku usaha. pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan 

                                                 
 

17
 Septarina Budiwati, Nuswardhani dan Saepul Rochman, “Hukum Perdata”, (Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2018), h. 136 

 
18

 Muhammad Teguh Pangestu, “Pokok-Pokok Hukum Kontrak”, (Makassar: CV.Social 

Politic Genius (SIGn), 2019), h. 11 
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara kesatuan 

republik indonesiabaik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19

  

  Sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata, pada pasal 1320 

yang mengatur tentang syarat sah suatu perjanjian, dalam pasal tersebut, 

terdapat dua klasifikasi poin, dimana dua syarat pertama harus dipenuhi 

oleh subjek perikatan dan poin ke tiga dan keempat harus dipenuhi oleh 

objek perikatan.
20

 

  Dalam pasal 1234 KUHPerdata ada 3 (tiga) bentuk prestasi, yaitu: 

1) memberikan sesuatu (pasal 1235 KUHPerdata). Maksudnya adalah 

menyerahkan suatu barang. Seperti dalam jual-beli, sewa-menyewa, tukar-

menukar dan lain-lain. 2) berbuat sesuatu (pasal 1239 KUHPerdata). 

Misalnya melaksanakan suatu perbuatan tertentu, membangun rumah atau 

membangun jalan (seperti dalam perjanjian pemborongan atau perjanjian 

kerja). 3) tidak berbuat sesuatu (pasal 1242 KUHPerdata). Artinya tidak 

melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya tidak membangun tembok 

tinggi yang dapat mengganggu (menghalangi) pemandangan tetangga, dan 

lain-lain.
21

 

  Macam-macam dari prestasi antara lain meliputi: 1) memberikan 

sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor 

kepada kreditor, seperti membayar harga dan lainnya, 2) melakukan 

                                                 
 

19
 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 
20

 Komariah, “Hukum Perdata… h. 175-177 

 
21

 Yusnedi Achmad, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 

2019), h. 28-29 
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perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dala 

perikatan (perjanjian), misalnya memperbaiki barang yang rusak dan 

lainnya, dan 3) tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan 

suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak 

mendirikan bangunan dan lain-lain. 

  Suatu prestasi dapat tercapai, artinya suatu kewajiban akan prestasi 

dipenuhi oleh debitor, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat, antara lain: 

1) harus sudah tertentu dan dapat ditentukan, 2) harus mungkin, 3) harus 

diperbolehkan (halal), 4) harus bermanfaat bagi kreditor, dan 5) bias terdiri 

dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.
22

 

  Selain kriteria objek perikatan pada pasal 1320 poin ke tiga dan ke 

empat yang menyebutkan, bahwa objek perikatan adalah suatu pokok 

tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, terdapat pula kriteria lain 

yang menyebutkan pada pasal 1333 KUHPerdata yang menyebutkan: 

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang 

yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu 

tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan 

atau dihitung. 

  Istilah barang yang dimaksud disini adalah seperti halnya disebut 

dalam bahasa belanda sebagai zaak, Zaak dalam bahasa belanda tidak 

hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti  yang lebih luas 

                                                 
 

22
 Titik Triwulan T, “Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional”, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 205 
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lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya 

berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.
23

 

  Dalam KUHPerdata, ditemukan dua istilah, yakni: benda (zaak) 

dan barang (goed). Lebih lanjut, pengertian benda di Indonesia merujuk 

pemahaman yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUHPerdata, 

yakni segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Kata “dapat” 

memiliki arti penting dikarenakan membuka berbagai kemungkinan yaitu 

pada saat-saat yeng tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek 

hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum, seperti 

aliran listrik. Sedangkan menurut Subekti, benda (zaak) dalam arti luas 

ialah “segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang”.
24

  

  Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa 

memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, melakukan perbuatan tertentu atau didak melakukan perbuatan 

tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek 

perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan menganai objek 

perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban 

para pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, 

bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (nietig, void). 

Menurut pasal 1234 KUHPerdata, objek perjanjian atau prestasi yang 

                                                 
 

23
 Panggabean, R.M. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Fakultas 

Hukum UII 17.4 (2010): 651-667.  

 
24

 Shidarta, Abdul Rasyid dkk, “Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis”, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 32 
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wajib dipenuhi para pihak itu dapat berupa memberikan benda tertentu, 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidahk berwujud.
25

 

  Implementasi peraturan dalam KUHPerdata tentang objek 

perikatan dalam penerapan pembayaran non tunai telah disebutkan dalam 

aturan gopay, bahwa objek transaksi gopay adalah layanan pembayaran 

non tunai sebagaimana disebutkan dalam poin ke 7 tentang penggunaan 

yang menyatakan: 

“7.2.  GO-PAY dapat digunakan sebagai metode pembayaran 

untuk barang dan/atau jasa yang tersedia baik di aplikasi GOJEK 

maupun barang dan/atau jasa lain di luar aplikasi GOJEK, 

sebagaimana Kami informasikan.
”26

 

  Dari sudut pandang ini aturan yang diterapkan untuk 

menggolongkan jenis transaksi yang ada pada gopay adalah aturan yang 

mengatur tentang jasa ataupun sewa sebagaimana diatur dalam 

KUHPerdata pada pasal 1548 bahwa: 

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu 

barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan 

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut 

terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik 

yang tetap maupun yang bergerak”.
27

 

  Akan tetapi, dalam satu sisi, pada saat awal pengguna melakukan 

pengunduhan aplikasi gopay, dan jika ingin menikmati layanan gopay 

maka pengguna harus mengisi saldo kedalam akun, oleh karenanya dari 

sudut mekanisme ini, terdapat juga unsur titipan, sehingga didalam 

mekanisme gopay terdapat dua praktek transaksi. 
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  Berakhirnya penggunaan gopay dapat berakhir dengan cara 

penutupan akun dengan cara ditutup oleh perusahaan karena disebabkan 

suatu hal yang melanggar aturan yang berlaku, ataupun diminta oleh 

pengguna.
28

 Hal ini sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan 

gopay. 

  Dalam  KUHPerdata berakhirnya sebuah perikatan telah diatur 

pada pasal 1381 yang berbunyi: 

“Perikatan hapus: 1) karena pembayaran; 2) karena penawaran 

pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3) 

karena pembaruan utang; 4) karena perjumpaan utang atau 

kompensasi; 5) karena percampuran utang; 6) karena pembebasan 

utang; 7) karena musnahnya barang yang terutang; 8) karena 

kebatalan atau pembatalan; 9) karena berlakunya suatu syarat 

pembatalan, yang diatur dalam Bab I KUHPerdata; dan  10) 

karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”
29

 

 

  Sedangkan penjelasan dari pasal 1381 mengenai akhir sebuah 

perikatan disebabkan karena pembayaran telah diatur pada pasal 1382 

sampai pasal 1403 KUHPerdata.  

  Terdapat dua pengertian mengenai pembayaran disini, yakni 

pembayaran secara sempit dan secara yuridis teknis. Pengertian pebayaran 

dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. 

Pembayaran seperti ini dilakukan dengan menggunakan bentuk uang 

ataupun barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis, 
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tidak hanya dalam bentuk uang ataupun barang, tetapi juga dalam bentuk 

jasa.
30

 

  Berakhirnya suatu perikatan yang kedua adalah dilakukannya 

pembayaran tunai dengan diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. 

Ketentuan terhadap pembayaran semacam ini dapat dilihat pada Pasal 

1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata. Sebagai catatan bahwa 

dalam penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan, hanya berlaku untuk perikatan yang mempunyai prestasi 

untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu yang berupa benda 

bergerak.
31

 

  Selanjutnya adalah pembaharuan utang. Pembaharuan utang 

dikenal juga dengan istilah novasi, merupakan salah satu bentuk hapusnya 

perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru.
32

 Novasi 

atau pembaharuan prestasi dalam KUHPerdata disebutkan pada pasal 1414 

dimana novasi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap, artinya cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum kontraktual. Jadi, syarat-syarat sahnya 

suatu perikatan pada pasal 1320 tetap harus dipenuhi dalam hal novasi. 

Selain itu keinginan dan pernyataan para pihak dalam hal novasi harus 

dinyatakan secara tegas dalam perjanjian baru.
33
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  Perjumpaan utang atau kompensasi, dalam KUHPerdata diatur 

dalam pasal 1425. Perjumpaan utang atau kompensasi dapat terjadi apabila 

dua orang saling berutang satu dengan yang lain, dimana utang-utang 

keduanya itu dihapuskan.
34

 

  Terhapusnya suatu perjanjian atau perikatan, dapat pula terjadi 

karena percampuran utang, percampuran utang merupakan suatu cara 

penghapusan utang yang terjadi demi hukum karena adanya penyatuan 

para pihak pada pihak yang sama.
35

 

  Selanjutnya adalah terhapusnya perikatan sebab pebebasan utang, 

pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si 

kreditur, bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan 

melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila 

terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang-piutang antara 

kreditur dan debitur. Pebebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tapi 

harus dibuktikan.
36

 

  Sebab berakhirnya suatu perikatan, atau hapusnya sebuah perikatan 

yang selanjutnya adalah karena musnahnya barang yang terutang, yaitu 

objek perjanjian atau perikatan musnah, tak lagi dapat diperdagangkan 

atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali apakah barang tersebut 
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masih ada diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai 

menyerahkannya, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 1444 ayat 1 

KUHPerdata.
37

 

  Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian juga dapat disebabkan 

karena adanya kebatalan atau pembatalan, sebagaimana telah diatur pada 

pasal 1446 sampai 1456 KUHPerdata. Kebatalan atau pembatalan 

perjanjian ini terkait dengan pasal 1320 mengenai syarat sah sebuah 

perikatan, seperti adanya sebuah perikatan yang dibuat oleh orang-orang 

yang belum dewasa dan masih dibawah pengampuan, tidak mengindahkan 

bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, 

adanya cacat kehendak yaitu kekurangan dalam kehendak orang atau 

orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya 

persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.
38

 

  Berlakunya suatu syarat pembatalan sebagai suatu sebab hapusnya 

perikatan adalah, apabila suatu syarat batal yang disebutkan dalam 

perjanjian yang telah dibuat menjadi kenyataan atau benar-benar terjadi. 

Yang dimaksud disini adalah kontrak menjadi batal apabila memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut. Misalnya, jika 

salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, pihak yang tidak 
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mendapatkan ha katas kewajiban tersebut berhak untuk membatalkan 

kontrak tersebut.
39

 

  Hapusnya perikatan atau perjanjian yang terakhir adalah karena 

lewat waktu, dasar hukum dari hal ini ada pada pasal 1946 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh 

segala sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya 

suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang.
40

 

  Secara keseluruhan, syarat dan ketentuan gopay telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No.71 tahun 

2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik pada pasal 29: 

“Penyelenggara Sistem  Elektronik  wajib menyampaikan 

informasi  kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik paling  sedikit 

mengenai: 

a. identitas Penyelenggara Sistem  Elektronik; 

b. objek  yang  ditransaksikan; 

c.  kelaikan atau keamanan  Sistem  Elektronik; 

d. tata cara penggunaan  perangkat; 

e. syarat  kontrak; 

f.  prosedur  mencapai  kesepakatan; 

g. jaminan privasi dan/atau  pelindungan Data Pribadi;  dan 

h. nomor  telepon pusat  pengaduan.”
41

 

 

 

                                                 
 

39
 Frans Satriyo Wicaksono, “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak”, 

(Jakarta: Visimedia, 2008), h. 96 

 
40

 Hadi, A., & Afiyah, S. (2018). “Perjanjian Nominee dalam Kaitannya dengan 

Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditunjau dari Undang-Undang Pokok Agraria dan 

Undang-Undang Kewarganegaraaan. Ummul Qura”, 12(2), 105-122 

 
41

 Peraturan Pemerintah  No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan 

Transaksi Elektronik 



73 

 

B. Mekanisme Payment Gateway LinkAja Perspektif Hukum 

Positif 

  Sebagaimana syarat dan ketentuan gopay, linkaja sedikit banyak 

juga menerapkan syarat dan ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan 

gopay. Sebagaimana diketahui, linkaja adalah aplikasi pembayaran non 

tunai milik negara, sehingga aturan yang diberlakukan untuk membuat 

sebuah perikatan dengan warga negara sudah seharusnya sesuai dengan 

peraturan dan undang-undang yang berlaku dinegara kesatuan republik 

Indonesia. 

  Untuk mewujudkan transaksi secara elektronik yang sehat, linkaja 

menawarkan syarat dan ketentuan yang didalamnya memuat tentang 

pendaftaran akun bagi pengguna baru, hal ini juga untuk menerapkan 

prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No.71 tahun 

2019 yang berbunyi:  

“ (l)  Transaksi Elektronik  yang dilakukan para pihak memberikan  

akibat hukum kepada  para pihak. 

(21 Penyelenggaraan  Transaksi Elektronik yang  dilakukan para 

pihak harus memperhatikan: 

a.  iktikad  baik; 

b.  prinsip kehati-hatian; 

c.  transparansi; ' 

d.  akuntabilitas;  dan 

e.  kewajaran.”
42

 

  Seperti yang telah diatur dalam syarat dan ketentuan linkaja pada 

poin “aktifasi linkaja bagi pengguna baru”: 
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“Untuk dapat menggunakan layanan LinkAja, Pemegang harus 

terlebih dahulu melakukan aktivasi LinkAja dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan nomor telepon selular yang aktif dalam 

jaringan Telekomunikasi atau nirkabel. 

2. Melakukan aktivasi LinkAja melalui media yang disediakan 

oleh Finarya dari waktu ke waktu tetapi tidak terbatas seperti 

pada Aplikasi LinkAja dan UMB *800# (untuk Pengguna 

Telkomsel)”
43

 

  Sama halnya dengan gopay, bagi pengguna linkaja untuk dapat 

menikmati layanan yang tersedia didalam aplikasi linkaja, pengguna 

diharuskan topup atau deposit saldo didalam akun linkaja. Pengisian saldo 

ini hanya dapat dilakukan pada mercant-mercant yang bekerjasama 

dengan linkaja. 

  Dalam hal pengaturan syarat dan ketentuan, linkaja kebanyakan 

tidak sama dengan gopay, jika pada gopay syarat dan ketentuan dijelaskan 

secara lebih mendetail, namun pada linkaja syarat dan ketentuan diatur 

secara umum, seperti contoh yang disebutkan pada poin yang 

menerangkan tentang hukum yang berlaku: 

“(1) Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Republik Indonesia. 

(2) Segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan layanan 

LinkAja yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan 

diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI).” 

  Hal ini dapat menimbulkan kebingungan oleh pengguna baru, 

dikarenakan selain aturan tersebut dapat menimbulkan penafsiran makna 

oleh pengguna, hal ini juga dapat meniadakan unsur transparansi oleh 
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pihak perusahaan, yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan tanggung 

jawab dan akibat hukum, apalagi didalam aturan linkaja yang lain pada 

poin yang membahas tentang lain-lain disebutkan: 

“Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Syarat 

dan Ketentuan ini, Pemegang LinkAja menyatakan tunduk pada 

seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang seumumnya 

berlaku di Finarya terkait dengan LinkAja dan layanan 

telekomunikasi lainnya seperti namun tidak terbatas pada prosedur 

verifikasi baik tanda tangan maupun verifikasi secara elektronis.” 

  Pada teks aturan yang dibentuk oleh perusaan tersebut yang tampak 

secara kontekstual adalah, adanya pemberatan sebelah atas akibat hukum 

kepada pengguna linkaja. Sebagaimana diketahui, bahwa asas dari 

perikatan juga harus mempertimbangkan iktikad baik dan transparansi, 

sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No.71 tahun 2019 yang berbunyi:  

“ (l)  Transaksi Elektronik  yang dilakukan para pihak memberikan  

akibat hukum kepada  para pihak. 

(21 Penyelenggaraan  Transaksi Elektronik yang  dilakukan para 

pihak harus memperhatikan: 

a.  iktikad  baik; 

b.  prinsip kehati-hatian; 

c.  transparansi; ' 

d.  akuntabilitas;  dan 

e.  kewajaran.”
44
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  Dengan adanya aturan tersebut, maka tidak dapat dibenarkan 

adanya syarat dan ketentuan yang dapat memberikan tekanan kepada pihak 

lain untuk menyetujui aturan yang dibuat oleh pihak perusahaan, karena 

perikatan yang terbentuk oleh para pihak harus ada iktikad baik dari para 

pihak dan juga kebebasan mengambil keputusan untuk sepakat. 

  Sebagaimana dijelaskan, bahwa timbulnya kesepakatan para pihak, 

tidak boleh disertai dengan adanya keterpaksaan dari pihak yang lain 

  Kebebasan berkehendak untuk sepakat yang diberlakukan kepada 

para pihak artinya para pihak yang mengikatkan diri tidak ada unsur 

tekanan ataupun paksaan, sehingga para pihak mengikatkan diri ataupun 

mengadakan perikatan atas dasar murni karena kemauan dan rasa suka 

rela. Sedangkan kekhilafan dan penipuan harus diperhitungkan 

keberadaanya oleh para pihak, artinya, dalam sebuah perikatan harus tidak 

mengandung unsur kekhilafan dan penipuan yang dilakukan oleh subjek 

perikatan. Dikatakan tidak ada kekhilafan apabila hakikat benda yang 

menjadi objek perikatan tidak ada kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan 

dikatakan penipuan, jika ditemukan adanya keterangan palsu atau tidak 

benar untuk membujuk pihak lawan agar mau dan menyetujui perikatan 

yang dibuat.
45

 

  Pemahaman mengenai kebebasan dalam membuat kontrak 

perjanjian, bukan berarti kebebasan tanpa batas. Prinsip kebabasan pada 

dasarnya dibatasi oleh kebebasan yang sama, yang melekat pada orang 
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lain. Oleh karenanya, sebelum membuat suatu kontrak perjanjian, harus 

terlebih dahulu memahami dan menguasai hal-hal apa saja yang boleh 

dilakukan dan apa saja yang tidak dilarang yang berkaitan dengan 

transaksi yang akan diatur dalam kontrak. 

  Prinsip kebebasan berkontrak dalam sistem hukum disandingkan 

dengan kepentingan umum atau ketertiban umum. Dalam konteks ini 

setiap orang bebas melakukan transaksi perdagangan apa saja dan dengan 

siapa saja selama hal tersebut tidak dilarang oleh hukum. Pelanggaran 

terhadap hal-hal yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum publik akan 

memberikan konsekuwensi kontrak menjadi batal demi hukum.
46

  

  Sebagaimana layanan payment gateway yang lain, manfaat 

penggunaan layanan pembayaran linkaja juga sama dengan gopay, karena 

fungsi linkaja juga sebagai media untuk membayar sejumlah transaksi 

secara non tunai, artinya pengguna jasa layanan linkaja dapat melakukan 

transaksi dengan menggunakan aplikasi linkaja, hal ini telah disebutkan 

didalam syarat dan ketentuan linkaja sebagaimana berikut: 

“LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang 

diselenggarakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara (“Finarya”) 

yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki 

fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran 

yang sah, dimana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang 

disetorkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang 

disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya 

LinkAja tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan.” 
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  Dengan adanya penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa 

mekanisme yang ada pada linkaja dapat dikategorikan sebagai perikatan 

yang berbentuk jasa. Disebut sebagai jasa karena pada prakteknya 

pengguna dapat memanfaatkan layanan linkaja sebagai media pembayaran, 

namun dibagian lain dalam definisi linkaja tersebut, pihak linkaja 

menyebutkan bahwa dana yang disetorkan bukan bersifat simpanan, 

sehingga model perikatan yang terjadi antara pengguna linkaja dengan 

penyedia layanan adalah murni layanan jasa pembayaran. 

  Berakhirnya perikatan dalam KUHPerdata telah dijelaskan dalam 

 pasal 1381 yang berbunyi: 

“Perikatan hapus: 1) karena pembayaran; 2) karena penawaran 

pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3) 

karena pembaruan utang; 4) karena perjumpaan utang atau 

kompensasi; 5) karena percampuran utang; 6) karena pembebasan 

utang; 7) karena musnahnya barang yang terutang; 8) karena 

kebatalan atau pembatalan; 9) karena berlakunya suatu syarat 

pembatalan, yang diatur dalam Bab I KUHPerdata; dan  10) 

karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”
47

 

  Sedangkan penjelasan dari pasal 1381 mengenai akhir sebuah 

perikatan disebabkan karena pembayaran telah diatur pada pasal 1382 

sampai pasal 1403 KUHPerdata.  

  Terdapat dua pengertian mengenai pembayaran disini, yakni 

pembayaran secara sempit dan secara yuridis teknis. Pengertian pebayaran 

dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. 

Pembayaran seperti ini dilakukan dengan menggunakan bentuk uang 

ataupun barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis, 
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tidak hanya dalam bentuk uang ataupun barang, tetapi juga dalam bentuk 

jasa.
48

 

  Dalam hal ini, linkaja telah mengatur mengenai berakhirnya 

perikatan antara pengguna layanan dengan pihak linkaja, sebagaimana 

tertuang dalam syarat dan aturan linkaja: 

“Layanan LinkAja berakhir apabila: 

(1) Diakhiri atas permintaan pemegang LinkAja setiap saat dengan 

mengisi permintaan pengakhiran Layanan atau formulir lainnya 

yang ditetapkan oleh Finarya. 

(2) Finarya melaksanakan suatu  keharusan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Terdapat indikasi penyalahgunaan Layanan LinkAja oleh 

pemegang atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan 

pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini dan/atau hukum sesuai 

perundang-undangan yang berlaku 

(4) Berakhirnya layanan nomor telepon selular yang terhubung 

dengan layanan LinkAja.”
49

 

  Secara keseluruhan, syarat dan ketentuan yang diatur oleh linkaja 

untuk membentuk sebuah perikatan belum semuanya memenuhi aturan 

yang diberlakukan dalam pasal 45 PP No.71 tahun 2019, sebagaimana 

poin yang belum terpenuhi adalah sebagaimana ayat 2 poin c tentang 

transparansi, karena didalam syarat dan ketentuan linkaja masih 

membutuhkan adanya perincian mengenai subjek hukum dan 

keseimbangan mengenai akibat hukum agar tidak menimbulkan multi 

tafsir atas kalimat yang tertera dalam syarat dan ketentuan linkaja. 
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